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PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP 

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PIMPINAN  

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN 

PASAL 36 JUNTCO PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 

2002 

ABSTRAK 

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah lembaga yang menjalankan tugas 

dan wewenangnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 

Independen ini berubah setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang 

KPK yang dimana sebelumnya Undang-Undang No 30 tahun 2002 diubah ke Undang-

Undang No 19 tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi yang 

dalam perubahan ini menghasilkan organ baru dalam tubuh KPK yaitu Dewan 

Pengawasan KPK (DEWAS). Dewas ini terbentuk atas perubahan Undang-Undang 

diatas yang tertuang dalam pasal 37A Undang-Undang No 19 tahun 2019 yang berisi 

“dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan 

Korupsi dibentuk Dewan Pengawas. Belum lamanya terbentuknya DEWAS ini ada 

seorang pimpinan KPK yang telah terbuk telah melakukan pelanggran yang tertuang 

dalam Undang-Undang No 30 tahun 2002. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk 

mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan 

pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 juntco 

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Kedua, untuk mengetahui hambatan 

penerapan sanksi pidana terhadap pelanggran yang dilakukan pimpinan komisi 

pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 juntco Pasal 65 Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2002. Latar belakang penelitian ini adalah tidak ditegakkan 

nya hukum yang seharunya berlaku terhadap pelanggran tersebut. Penulis 

menggunakan penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan bahan sekunder lainnya. Dari penelitian ini  menyimpulkan perlangran 

yang dilakukan pimpinan KPK tersebut dapat dibawa keranah pidana karena terlah 

melanggar Undang-Undang No 30 tahun 2002 yang diman pada pelanggrannya telah 

melakukan hubungan langsung dengan seseorang  yang perkaranya sedang ditangani 

oleh KPK dimana pekanggran tersebut diancam penjara lima tahun penjara namun 

dalam perakternya DEWAS tidak ada tindakan untuk melanjutkan perkara tersebut 

keranah pidana dan juga dari pihak kepolisian juga tidak ada Tindakan utuk ngusut 

pelanggran tersebut. DEWAS dalam menjalankan tugas nya seharusnya melaporkan 

pimpinan KPK tersebut kepada pihak kepolisan agar hukum berjalan Bagai mana 

semestinya dan kepolisian harusnya mengambil Tindakan dikarenakan kasus tersebut 

sudah banyak mendapat kecaman dari penggian anti korupsi dan banyak di beritakan 

diberbagai media online  

Kata kunci: Problematika, Penerapan, KPK, Tipikor.
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THE PROBLEM OF APPLYING CRIMINAL SANCTIONS AGAINST 

VIOLATIONS CARRIED OUT BY THE HEAD OF THE CORRUPTION 

ERADICATION COMMISSION BASED ON ARTICLE 36 JUNTCO 

ARTICLE 65 OF LAW NUMBER 30 OF 2002 

ABSTRACT 

 

The Corruption Eradication Commission is an institution that carries out its duties and 

authorities independently and free from the influence of any power. This independence 

changed after changes were made to the KPK Law where previously Law No. 30 of 2002 was 

amended to Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission which in 

this change resulted in a new organ within the KPK body, namely the KPK Supervisory Board 

(DEWAS). This Dewas was formed based on the amendments to the above Law contained in 

article 37A of Law No. 19 of 2019 which contains "in order to supervise the implementation 

of the duties and authorities of the Corruption Eradication Commission, a Supervisory Board 

was formed. Not long ago the formation of DEWAS there was a KPK leader who had been 

opened to have carried out the violations contained in Law No. 30 of 2002. The purpose of this 

study is First, to find out how the application of criminal sanctions for violations committed by 

the head of the corruption eradication commission based on Article 36 juntco Article 65 of Law 

Number 30 of 2002. Second, to find out the obstacles to the application of criminal sanctions 

against violations committed by the head of the corruption eradication commission based on 

Article 36 juntco Article 65 of Law Number 30 of 2002. The background of this study is the 

non-enforcement of the law that should apply to these violations. The author uses normative 

juridical research is a legal research method carried out by examining library materials, 

applicable laws and regulations and other secondary materials. From this study, it was 

concluded that the violation committed by the KPK leader could be brought into the criminal 

realm because it had violated Law No. 30 of 2002 which in which the violator had direct contact 

with someone whose case was being handled by the KPK where the suspect was threatened 

with five years in prison but in his arsenal DEWAS there was no action to continue the case 

into the criminal realm and also from the police there was also no Action to investigate the 

customer. DEWAS in carrying out its duties should report the KPK leader to the police so that 

the law runs as it should and the police should take action because the case has received a lot    

of criticism from anti-corruption activists and has been widely reported in various online media  

Keywords: Problems, Application, KPK, Tipikor. 
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